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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang
 

: bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal  127 
huruf  e Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  perlu 
membentuk Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi 
Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29  Tahun  1959  tentang 
Pembentukan  Daerah -  daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959 
Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana   (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3209);

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  38,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  125, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 
Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang   Nomor   38  Tahun  2004  tentang 
Jalan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2004  Nomor  132,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444);
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5. Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

6. Undang-Undang   Nomor   28  Tahun  2009  tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor   130, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 
Nomor   82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang 
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara 
Pidana (Lembaran  Negara  Tahun  1983  Nomor  36, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana  dan  Lalu  Lintas  Jalan  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan 
Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif 
Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 
Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  66  Tahun 
1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  53  Tahun 
2011 tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
694;

16. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2009  tentang 
Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan 
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

17. Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2010  tentang 
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten  Sinjai  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);

18. Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2010  tentang 
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sinjai  Tahun  2010 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten 
Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
Dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SINJAI  TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD 

adalah  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  Unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi  perseroan terbatas, 
perseroan komanditer,  perseroan lainnya,  Badan Usaha Milik  Negara 
atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dengan  nama  dan  bentuk  apapun 
persekutuan,  perkumpulan,  firma,  kongsi,  koperasi,  yayasan  atau 
organisasi  yang  sejenis  lembaga,  dana pensiun,  bentuk  usaha  tetap 
serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan 
teknik yang berada pada kendaraan itu temasuk kendaraan gandengan 
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

8. Kendaraan  tidak  bermotor  adalah  kendaraan  yang  digerakkan  oleh 
tenaga manusia atau hewan.

9. Parkir  adalah keadaan  berhenti  atau  tidak  bergerak  untuk  beberapa 
saat dan ditinggalkan pengemudinya.

10. Tempat  parkir  adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu 
dan  telah  ditetapkan  oleh  Bupati sebagai  tempat  parkir  kendaraan 
bermotor.

11. Retribusi jasa umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Retribusi Tempat  Khusus  Parkir  yang  selanjutnya  dapat  disebut 
Retribusi  adalah  pembayaran  atas  pengunaan  tempat  Khusus  parkir 
yang ditetapkan oleh Bupati.

13. Wajib  Retribusi  adalah orang  pribadi  atau  badan  menurut  peraturan 
Perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan 
pembayaraan Retribusi, termasuk memungut atau memotong Retribusi.

14. Masa Retribusi  adalah suatu jangka waktu tertentu  yang merupakan 
batas  waktu  bagi  wajib  Retribusi  untuk  memanfaatkan jasa  dan 
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
Bukti pembayaran  atau  penyetoran  Retribusi  yang  telah  dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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16. Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah yang disingkat  SKRD adalah Surat 
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi 
yang terutang.

17. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari, 
mengumpulkan  dan  mengelola  data  atau  keterangan  lainnya  dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang 
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi Pelayanan 
Parkir ditempat Khusus Parkir.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus 
Parkir  yang  disediakan,  dimiliki  dan/atau dikelola  oleh  Pemerintah 
Daerah.

(2) Tempat  Khusus  Parkir sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah 
pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN,BUMD, dan Pihak Swasta.        

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menggunakan 
tempat Khusus parkir.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

     
    Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6


